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Satriawan, Rendra Martyka. Sanksi Hukum bagi Kepala Desa yang Melakukan 
Kecurangan Pemilu dalam Masa Kampanye pada Putusan No. 
3/PID.SUS/2019/PN SLW. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Pemilu sebagai sarana utama dalam demokrasi, dan sekaligus wujud dari 
kehendak rakyat, maka penyelenggaraan pemilu dengan fair merupakan aspek 
yang sangat penting. Apabila penyelenggaraan pemilu banyak ditemui dengan 
kecurangan-kecurangan, menjadikan tidak terwujudnya kehendak rakyat 
sesungguhnya. Sehingga sasaran dan tujuan tidak langsung Pemilu yaitu 
pembudayaan dan pelembagaan politik, termasuk di dalamnya demokrasi akan 
tidak tercapai. Hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang 
saat ini terjadi di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum bagi kepala desa 
yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan No. 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak 
pidana kepala desa yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye 
pada putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. 
Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis 
isi (content analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Sanksi hukum bagi kepala desa 
yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan No. 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw dengan menerapkan Pasal 490 Undang-Undang No. 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu. Terdakwa Sunitah Binti Rahmat telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa Yang 
Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah satu Peserta 
Pemilu Dalam Masa Kampanye”. Adapun sanksi hukumnya adalah pidana penjara 
terhadap Terdakwa Sunitah Binti Rahmat selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan 
bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada 
perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan 
Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 
selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. 2) Pertimbangan hakim 
dalam memutuskan tindak pidana bagi kepala desa yang melakukan kecurangan 
pemilu dalam masa kampanye pada putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut 
majelis hakin dalam memutuskan perkara melalui pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. 
 




Satriawan, Rendra Martyka. Legal Sanctions for Village Heads Who Commit 
Election Fraud during the Campaign Period in Decision No. 3/Pid.Sus/2019/PN 
Slw. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, 
Tegal. 2021. 
Elections are the main means of democracy, and at the same time the 
manifestation of the people's will, so the holding of elections fairly is a very 
important aspect. If the implementation of elections is often met with frauds, it 
will prevent the true will of the people from being realized. So that the indirect 
goals and objectives of the General Election, namely political culture and 
institutionalization, including democracy, will not be achieved. This can be seen 
in the implementation of the election campaign that is currently happening in 
Indonesia. 
This study aims to determine the legal sanctions for village heads who 
commit election fraud during the campaign period in decision No. 3/Pid.Sus/2019/ 
PN Slw and the judge's consideration in deciding the criminal act of the village 
head who committed election fraud during the campaign period in decision No. 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw. This research uses library research with a normative legal 
approach. The main data source is secondary data. The data analysis used in this 
research is qualitative data analysis using content analysis techniques and by 
means of deductive thinking 
The results of this study concluded that 1) Legal sanctions for village 
heads who commit election fraud during the campaign period in decision No. 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw by implementing Article 490 of Law No. 7 of 2017 
concerning Elections. Defendant Sunitah Binti Rahmat has been legally and 
convincingly proven guilty of committing the crime of "Village Head Who 
Deliberately Takes Actions That Are Beneficial to One of the Election 
Contestants in the Campaign Period". The legal sanction is imprisonment for the 
Defendant Sunitah Binti Rahmat for 3 (three) months, and stipulates that the 
sentence will not be carried out unless there is another order in the future because 
the convicted person committed a criminal act with a judge's decision which has 
permanent legal force before the expiration date. trial for 6 (six) months. Imposing 
a fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiahs) provided that if the fine is not 
paid, it is replaced by imprisonment for 1 (one) month of imprisonment. 2) 
Judges' considerations in deciding criminal offenses for village heads who commit 
electoral fraud during the campaign period in decision No. 3/Pid.Sus/2019/PN 
Slw are in accordance with the applicable laws and regulations. In that case the 
panel is confident in deciding cases through juridical considerations and non-
juridical considerations. 
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1. Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan 
persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri tetapi politik untuk 
menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia. (Ir. Soekarno) 
2. Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak 
uang. (Will Rogers) 
3. Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang 
kotor, namun suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka 
terjunlah. (Soe Hok Gie) 
4. Orang yang kau pilih waktu pemilu adalah dia yang dengan sirine polisi akan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengklaim sebagai 
negara yang berasaskan sistem demokrasi dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Hal ini terlihat dari adanya pemilihan umum (pemilu) untuk 
membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau 
pemerintahannya. Kehadiran pemilu merupakan salah satu sarana atas 
demokratisasi politik di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, telah beberapa 
kali Indonesia melaksanakan pemilu sebagai salah satu wujud dari kedaulatan 
rakyat dan demokrasi. 
Pemilihan umum adalah sebuah cara untuk memilih wakil rakyat. Pada 
dasarnya pemilu sebagai perwujudan politik dalam mengimplementasi bentuk 
pemerintahan yang demokratis. Bagi kebanyakan negara demokrasi, pemilu 
dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, 
karena pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan 
kata lain, pemilu merupakan produk logis dianutnya sistem demokrasi. Oleh 
karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; 
dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah 
landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi, apabila tidak ada pemilu yang 
demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan rakyatnya.1 
                                                 




Pemilu menjadi penting karena megandung beberapa intisari di 
dalamnya, yakni pertama, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya 
demokrasi dan hukum; kedua, pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; 
ketiga, pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial 
antara rakyat dan pemimpinnya, dan; keempat, pemilu diselenggarakan 
dengan menggunakan dana yang tidak kecil.2 Pemilu diselenggarakan dengan 
menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia 
dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan 
menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat 
hingga ke daerah.  
Pemilu sebagai sarana utama dalam demokrasi, dan sekaligus wujud 
dari kehendak rakyat, maka penyelenggaraan pemilu dengan fair merupakan 
aspek yang sangat penting. Apabila penyelenggaraan pemilu banyak ditemui 
dengan kecurangan-kecurangan, menjadikan tidak terwujudnya kehendak 
rakyat sesungguhnya. Sehingga sasaran dan tujuan tidak langsung Pemilu 
yaitu pembudayaan dan pelembagaan politik, termasuk di dalamnya 
demokrasi akan tidak tercapai.3 Hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan 
kampanye pemilu yang saat ini terjadi di Indonesia. Pelaksanaan kampanye 
dalam pemilu sudah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah 
tercantum di dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
                                                 
2 Muhaki, “Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah 
Dusturiyah)”, Al-Daulah  Jurnal  Hukum  dan  Perundangan  Islam,Vol. I, No. 2, Tahun 2011, 
hlm. 148. 
3 Ramadhani, Farid Maulana, “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif 





tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah 
kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu 
untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau 
citra diri peserta pemilu. 
Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan 
komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan 
bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Kampanye 
sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk 
menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan 
secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Di sisi lain, kampanye pemilu 
merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, 
mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang 
dikampanyekan.4 
Pelaksanaan kampanye pemilu sudah banyak diatur dalam undang-
undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut 
diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 51 huruf (g) 
disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan 
pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 7  
                                                 





Tahun 2017 tentang Pemilu juga melarang keterlibatan kepala desa dalam 
kegiatan kampanye. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), 
dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye 
pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota 
badan permusyawaratan desa (BPD). Pada Pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa 
setiap orang sebagaimana disebut pada Pasal 2 dilarang ikut serta sebagai 
pelaksana dan tim kampanye pemilu. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 282 
disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional 
dalarn negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta 
Pemilu selama masa Kampanye. 
Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi 
ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses 
berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok 
kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. 
Kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang 
untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai 
politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye 
atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada. 
Kegiatan kampanye pemilu tujuannya menarik suara sebanyak 
mungkin, tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok 
dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang 




menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi 
selalu mengandung unsur “huru-hara” yang tercermin dari diadakan pawai 
kampanye.5 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula pelaku 
pelanggaran dan berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu terutama dalam 
pelanggaran kampanye. Seperti pada perkara nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Slw, 
bahwa terdakwa Sunitah Binti Rahmat, yang diangkat selaku Kepala Desa 
Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada hari Kamis 
tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah 
Kurnedi Bin H. Karga di Desa Harjosari Kidul RT 021 RW 05 Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta 
pemilu dalam masa kampanye.  
Suara rakyat sudah seharusnya menjadi penentu wakil rakyat yang 
berkompeten sebagai momentum perubahan, namun dipengaruhi begitu 
mudahnya beberapa jumlah materi yang tidak sepadan yang dapat 
menimbulkan penurunan kualitas para pemimpin. Apabila kecurangan tersebut 
terjadi terus-menerus menjelang proses pemilu maka akan menyebabkan 
kejenuhan politik ditengah-temgah masyarakat. Tidak heran angka partisipasi 
setiap pemilih pada beberapa daerah menurun secara drastic bahkan ada yang 
45% saja jumlah pemilihnya.6 Hal tersebut mempertaruhkan prinsip 
demokrasi dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap politik. 
                                                 
5 Ramadhani, Farid Maulana, Op Cit, hlm. 65. 




Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang 
berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan 
legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas 
akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan 
keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses 
pemilihan umum, kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai 
sanksi pidanan bila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan 
keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di desa dan juga melakukan 
perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu 
pasangan calon atau calon kepala daerah yang terindikasi merugikan calon 
lain misalnya ikut serta dalam kegiatan kampanye.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian terkait dengan pelanggaran pemilihan umum yang 
dilakukan oleh kepala desa dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Kepala Desa 
yang Melakukan Kecurangan Pemilu dalam Masa Kampanye pada Putusan 
No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 
untuk membatasi permasalahan penelitian, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut. 
1. Bagaimana sanksi hukum bagi kepala desa yang melakukan kecurangan 




2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kepala 
desa yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada 
putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi kepala desa yang melakukan 
kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan No. 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak 
pidana bagi kepala desa yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa 
kampanye pada putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari 
penelitian ini, sebagai berikut:  
1. Secara teoritis, dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran pada 
bidang ilmu hukum bidang pidana pemilu untuk pelaksanaan penanganan 
tindak pidana pemilu bagi kepela desa yang melakukan kecurangan pemilu 
dalam masa kampanye. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 
memperluas wawasan dan sumbangsih pemikiran hukum, khususnya bagi 




2. Secara praktis, sebagai masukan bagi aparat penegak hukum yang 
menangani perkara terkait dengan pelanggaran pemilu dan menjadi suatu 
solusi bagi penegakan hukum di masa depan dalam ruang lingkup pemilu 
agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum terhadap pelaku 
pelanggaran pemilu sebagai kepala desa dan memberi pemahaman kepada 
masyarakat bahwa terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan 
wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan 
fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka memuat tentang penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana 
pelanggaran pemilu. Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena 
perkembangan hukum pelanggaran pemilu. Hasil penelusuran peneliti 
terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti 
sebagai bahan rujukan, berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini. 
Penelitian terdahulu pertama yaitu penelitian Chrisdanty (2014)7 
“Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD 
dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota”. Tujuan pemilu adalah untuk 
menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. 
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Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh 
beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses 
yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan 
kegiatan kampanye. Aturan tentang kampanye sangat jelas. Akan tetapi, 
pelanggaran sering terjadi. Suara menjadi kurang berarti karena proses yang 
penuh kecurangan, tidak adil dan tidak demokratis seperti yang diiinginkan. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran 
Administrasiakan diteruskan oleh Panwaslu kepada KPU untuk selanjutnya 
KPU yang akan memberikan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang 
terbukti melanggar tersebut, sedangkan penindakan terhadap pelanggaran 
pidana setelah dikaji dalam Gakumdu dan menurut Panwaslu dengan 
mempertimbangakan pendapat dari Gakumdu pelanggaran tersebut terbukti 
memenuhi unsur-unsur pelanggaran maka akan diteruskan oleh Panwaslu 
kepada Kepolisian yang selanjutnya diteruskan oleh Kepolisian kepada 
Kejaksaan dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri. Terhadap 
pelanggaran kode etik, hanya khusus dapat dikenakan kepada penyelenggara 
pemilu saja, dan penindakannya merupakan wewenang dari DKPP (Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Penindakan terhadap pelanggaran 
pemasangan alat peraga kampanye tidak saja merupakan tanggung jawab dari 
pengawas pemilu sebagai Penyelenggara pemilu yang berwenang untuk 
mengawasi, namun juga merupakan tanggung jawab dari peserta pemilu dan 
Pemerintah Daerah sebagai eksekutor terhadap alat peraga kampanye yang 




Andrizal (2017)8 melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian 
Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dalam 
pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016, dan hambatan penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dalam 
pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru. Metode penelitian menggunakan 
penelitian hukum sosiologis.  
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dalam konteks Pemilukada Kota 
Pekanbaru, penyelesaian hukum pelanggaran pemilu diselesaikan oleh Panwas 
Kota Pekanbaru terhadap putusan KPU yang mendiskualifikasi salah satu 
pasangan calon. Simpulan penelitian ini, penyelesaian hukum pelanggaraan 
pemilu dalam Pemilukada Kota Pekanbaru selain dari pada tindak pidana 
pemilu diselesaikan oleh KPU dan Panwaslu. Setiap ada temuan dan laporan 
dari masyarakat sesegera mungkin ditindaklanjuti Panwaslu, hasil kajiannya 
bentuk rekomendasi disampaikan kepada KPU, kemudian segera diambil 
tindakan apakah pelanggaran administrasi atau ada unsur tindak pidana pemilu 
di dalamnya. Hambatan penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dalam 
Pemilukada Kota Pekanbaru adalah perangkat peraturan perundang-undangan  
yang tumpang-tindih kewenangan KPU dan Panwaslu.  
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Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian Wance (2019)9 
“Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten 
Halmahera Selatan.” Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dominasi 
kuasa pada konflik pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten 
Halmahera Selatan Maluku Utara”. Jenis Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dengan tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa kuasa politik yang terjadi pada 
arena pemilihan kepala desa merupakan kontestasi kekuatan politik serta 
gelombang basis pemilihan pada pilkada serentak tahun 2015, Kabupaten 
Halmahera Selatan merupakan salah satu daerah yang turut ikut dalam arena 
politik lokal. Basis perpecahan masyarakat terlihat dari proses kontestasi 
pilkada daerah. Mengakibatkan adu kekuatan politik berlanjut pada pemilihan 
kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016. Sehingga menarik 
para aktor politik ikut terlibat dalam mengintervensi kekuatan serta dominasi 
keuasaan untuk memenangkan arena kekuasaan tingkat desa. Maka dari itu 
kuasa politik digunakan oleh pemangku kepentingan untuk melakukan basis 
konsolidasi pemenangan sampai pada aktor daerah. kuasa politik ini untuk 
merawat kekuasaan jangka panjang karena semakin besar basis kekuatan 
politik di tingkat desa sudah terbentuk. 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.10 Penelitian kepustakaan ini tidak hanya 
kegiatan membaca dan mencatat data-data yang dikumpulkan. Tetapi lebih 
dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan 
tahap-tahap penelitian kepustakaan. 
Penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang 
dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan 
dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, 
atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 
dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.11  
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Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, 
dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.12 
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), 
dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, teori 
hukum dan pendapat para sarjana. 
3. Sumber Data 
Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui 
terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah 
ituakan diperoleh. Hal ini karena suatu penelitian selalu diperlukan data yang 
akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban 
permasalahan penelitian yang diajukan.13 Adapun beberapa sumber yang 
digunakan dalam penelitian kepustakaan antara lain; buku-buku teks, jurnal 
ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, 
desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.14 
Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang 
dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara  
                                                 
12 Ibid., hlm. 36. 
13 Ibid., hlm. 41. 




lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, 
buku-buku dan lain sebagainya.15 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.16 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.17 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal 
penelitian, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.18 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pemilu. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.19 Metode 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa  
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17 Ibid., hlm. 103. 
18 Ibid., hlm. 104. 
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mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.20 Teknik pengumpulan 
data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan 
menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data 
sekunder.  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.21 Terkait dengan permasalahan ini peneliti 
menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah 
awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data 
dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.22 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan 
dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
                                                 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D, Bandung: Alfabeta, 2016, 
hlm. 224. 
21 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21. 




menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah 
laku yang diobservasikan dari manusia.23 
Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 
menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 
(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. 
Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 
dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 
dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi 
dan relevansinya.24 Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk 
menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang 
bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).25 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pemilu. Dari bahan yang 
sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan 
bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data 
yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan. 
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G. Sistematika Penulisan  
Setiap penelitian sudah tentu memerlukan sistematika penulisan. Hal 
ini karena sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang 
isi skripsi, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Berisi tentang tinjauan umum tentang pemilu, 
tinjauan umum tentang aspek hukum dalam pemilihan umum, 
tinjauan umum tentang kampanye, dan tinjauan umum tentang kepala 
desa.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil 
penelitian dan pembahasan, yaitu sanksi hukum bagi kepala desa yang 
melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan 
No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw dan pertimbangan hakim dalam 
memutuskan tindak pidana kepala desa yang melakukan kecurangan 
pemilu dalam masa kampanye pada putusan No. 3/Pid.Sus/2019/ PN 
Slw.  
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat 
membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Pemilu  
1. Pengertian Pemilu  
Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, Bagi negara 
Indonesia pemilihan umum merupakan mekanisme yang harus ada dalam 
tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang jujur dan 
adil, tidak hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pelaksaan pemilu 
saja yang penting, namun juga yang berkaitan dengan sistem pemilu. Pemilu 
adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Jadi pemilu 
merupakan sarana penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu 
dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan 
mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselengarakan dalam 
suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, 
dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan 
partisipasi masyarakat.26 
Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak 
digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem perintahan demokrasi. 
Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama 
dari demokrasi.27 Pelaksanaan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana 
                                                 
26 Budirjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 
hlm. 461. 
27 Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 




keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi. Menurut Mahfud, pemilu 
merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang mengikuti sistem 
perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” 
yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan, 
baik pemilu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri.28 
Pemilu dapat juga diartikan sebagai perkumpulan atau cara warga 
negara atau pemerintah memilih para wakil yang akan mereka pilih, dan juga 
sebuah proses yang dipilih dengan berdasarkan sistem pemilu yang 
mengirimkan sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, misalnya seperti 
pemilihan presiden dan wakil presiden, dan menentukan siapa yang kalah dan 
siapa yang menang dengan melihat kenyataan yang akan terjadi, dan betapa 
pentingnya pemilu didalam sebuah negara demokrasi salah satunya adalah 
negara Indonesia.29 
Menurut Siti Komariah, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia 
berdasarkan UUD 1945, mempunyai empat kerangkah konsepsional. 
a. Konstitusi menghendaki agar pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali 
dan dihindari pemilu yang lebih dari satu kali dalam lima tahun, kecuali 
karena keadaan darurat. 
b. Memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan 
menentukan presidenya, tanpa ada censorship baik dari lembaga 
perwakilan, apalagi dari partai politik.  
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c. Jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon 
perorangan. 
d. Terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan 
presidensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran eksklusif kepada 
partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil 
presiden yang ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden langsung 
oleh rakyat.30  
Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di 
pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan 
oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang 
dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di 
pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga 
negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.31 
Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum dikatan bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya 
disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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Pemilu bisa dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan 
rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, 
Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk 
membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. 
Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah 
kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara 
periodik dan tertib. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk 
memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, 
serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. 
Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat 
tidak mungkin memerintah secara langsung. Diperlukan cara untuk memilih 
wakil rakyat dalam memerintah negara dalam jangka waktu tertentu. Pemilu 
merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda 
pemerintahan, pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti 
tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga.  
2. Sistem Pemilihan Umum  
Sistem pemilu menurut Arfan Gafar dalam ilmu politik dimaknai 
sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para 
wakil mereka. Manakala sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat-apakah itu DPR 
atau pun DPRD dipilih maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke 




yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah 
suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, 
dengan melihat kenyataan seperti itu, maka betapa pentingnya sistem 
pemilihan dalam sebuah demokrasi.32 
Sistem pemilu erat kaitannya dengan dua faktor internal dan faktor 
eksternal terhadap kinerja legislatif. Faktor eksternal dalah hal ini adalah 
partisipasi aktif dan kontrol masyarakat, kelompok kepentingan, LSM, pers 
bebas dan mandiri, solidaritas masyarakat madani, dan atmosfer makro 
kepolitikan. Sedangkan faktor internalnya yaitu kualitas anggota dan kapasitas 
sistem serta mekanisme kelembagaan legislatif sendiri. Dari kedua faktor itu, 
yang bahkan merupakan faktor berpengaruh adalah faktor perantara atau 
penghantar, yakni prosedur atau mekanisme yang menjadikan sesorang 
sebagai legislatif dan karenanya derajat keterikatan anggota legislatif dengan 
pemilih ditentukan, faktor itu adalah sistem pemilu. 
Menurut Prihatmoko, ada enam prinsip yang menjadi petunjuk dalam 
memilih sistem pemilu, yakni:  
a. Sistem pemilu berpengaruh terhadap watak atau persaingan konstestan. 
b. Sistem pemilu dapat dengan mudah dimanipulasi, khususnya oleh partai-
partai besar, untuk memperlancar perilaku politik tertentu. 
c. Sistem pemilu dapat mempengaruhi jumlah dan ukuran relatif partai 
politik di parlemen. 
                                                 
32 Afan, Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka 




d. Sistem pemilu juga menentukan keterpaduan internal dan disiplin masing-
masing partai. Sebagian sistem mendorong faksionalisme dan sebagian 
lainnya memaksa partai-partai untuk bersatu suara dan menekan 
pembangkangan (disobedience). 
e. Sistem pemilu bisa mengarahkan pada pembentukan koalisi atau 
pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapi partai mayoritas. 
f. Sistem pemilu dapat mendorong atau menghambat pembentukan aliansi di 
antara partai-partai, dan bisa pula memberi rangsangan kepada beberapa 
kelompok agar lebih bersikap akomodatif atau memberi dorongan kepada 
partai-partai untuk menghindari konflik berdasarkan ikatan etnik, 
kesukuan atau kekerabatan.33 
Sistem pemilu yang berkaitan dengan proses pemilihan umum yaitu 
menurut Legowo dan Sebastian Salang menyatakan pada pemilu 2009, 
terdapat perubahan system yang berkaitan dengan: 
a. Ambang batas (threshold), 
b. Daerah Pemilihan (dapil), 
c. Jumlah kursi DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, 
d. Penghitungan sisa suara kursi, 
e. Teknis pemberian suara, 
f. Dan calon perempuan.34 
 
                                                 
33 Prihatmoko, Joko J, Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen 
Teknis,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 34. 
34 Legowo, TA dan Salang, Sebastian, Panduan Menjadi Calon Anggota 




Sistem pemilihan umum berbeda-beda tergantung dari sudut mana 
pandangan ditujukan kepada rakyat. Salah satu fungsi utama pemilihan umum 
dalam negara demokratis tidak lain adalah untuk menentukan kepemimpinan 
nasional secara konstitusional. Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem 
pemerintahan apa pun, pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam 
rangka melaksanakan tujuan pemilihan umum. 
B. Tinjauan Umum tentang Aspek Hukum dalam Pemilihan Umum 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata straf artinya pidana, baar artinya dapat atau 
boleh dan feit adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, yang sudah lazim 
hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama 
dengan recht. Kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan 
dapat, sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan.35 
Mencermati, maka istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan dari beberapa 
ahli hukum terkait dengan rumusan tindak pidana. Menurut Pompe, strafbaar 
feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak  
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disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum.36 Utrecht mendefinisikan strafbaar feit 
dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena 
peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan 
natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melakukan itu).37 
Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan 
kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang 
semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses 
penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang 
berada di luar diri seseorang.38 Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum 
pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, 
strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal 
responsibility)dan masalah pidana dan pemidanaan. 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut.39 Simons merumuskan tindak pidana sebagai 
sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam 
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dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. 
Prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.40 Jonkers 
menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.41 Mencermati 
rumusan tindak pidana di atas, maka perumusan strafbaar feit adalah 
perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. 
Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana: 
a. Harus ada perbuatan manusia; 
b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum; 
c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; 
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;  
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.42 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
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memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.43 
Berdasarkan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan para ahli 
hukum sebagai terjemahan strafbaarfeit, maka dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat 
aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di 
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis. Jadi, tindak pidana pada dasarnya cenderung 
melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 
2. Tindak Pidana Pemilu  
Peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini tidak ada 
definisi tidak ada disebutkan mengenai apa yang disebut tindak pidana 
pemilihan umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) 
Indonesia telah termuat lima pasal yaitu pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUH 
Pidana yang substansinya adalah tindak pidana pemilu namun tanpa 
menyebutkan sama sekali pengertiannya. Begitu pula dalam beberapa 
Undang-Undang Pemilu yang pernah berlaku diIndonesia, khususnya Undang-
Undang No. 8 Tahun 2012, hanya memuat ketentuan pidana di dalamnya 
tetapi tidak memberi definisi apa yang disebut dengan tindak pidana pemilu. 
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Topo Santoso, memberikan pengertian tindak pidana pemilu yakni 
semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang 
diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalamUndang-Undang 
Tindak Pidana Pemilu.44 Lebih lanjut Topo Santoso memberikan definisi 
tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi: 
a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang 
diatur di dalam undang-undang pemilu. 
b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang 
diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu. 
c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran 
lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).45 
Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau 
badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, 
mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan 
umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.46 Dedi Mulyadi, 
melakukan redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana 
pemilu menjadi dua kategori: 
a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan 
dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu 
baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun dalam undang-
undang tindak pidana pemilu. 
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b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan 
dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik 
yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun dalam undang-undang 
tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui 
Peradilan Umum.47 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan sangat 
sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam undang-
undang pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau 
mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak 
pidana pemilu, sehingga dilengkapi pendapat mulyadi bahwa tindak pidana 
pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu baik yang 
diatur di dalam undang-undang pemilu maupun dalam untuk-undang tindak 
pidana pemilu. 
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu  
Tindak pidana pemilu begitu luas cakupannya, meliputi semua tindak 
pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak 
pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi 
dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso 
memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:  
a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang 
diatur di dalam Undang-undang Pemilu. 
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b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang 
diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam 
Undang-Undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP). 
c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran 
lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya. 
Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam 
jenis yakni: 
a. pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); 
b. sengketa dalam proses pemilu; 
c. pelanggaran administrasi pemilu; 
d. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 
e. perselisihan sengketa hasil pemilu; dan 
f. sengketa hukum lainnya.48 
Masing-masing masalah hukum pemilu tersebut diselesaikan oleh 
lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum hanya menyebut dengan tegas tiga macam maslah 
hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, 
dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya 
meskipun tidak disebut secara tegas dalam jenis masalah hukum lainnya, 
meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017, yaitu kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau  
                                                 





tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnyatidak diatur secara 
eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui 
keberadaannya, yaitu masalah hukum lainya. 
Tidak semua persoalan hukum yang terjadia jadi yang penting diingat 
adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu, karena jika diartikan 
terlampau luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan 
pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada saat masa kampanye. Hal 
ini bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelangaran atas 
perundang-undangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh 
melakukan korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu. 
Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur 
sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Banyak negara 
menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu 
mereka, setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus 
merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya, setiap upaya 
tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korupsi, dan praktik-praktik ilegal 
di pemilu dan aluran tentang gugatan pemilu. Upaya perlindungan integritas 
pemilu dalam rangka penegakan demokrasi sangat penting, oleh karenanya 
pembuat Undang-Undang HAM mengatur beberapa praktik kecurangan 
pelanggaran dalam pemilu. Keterkaitannya dengan peraturan pemilu, undang-
undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang 





C. Tinjauan Umum tentang Kampanye 
1. Pengertian Kampanye 
Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak 
mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin 
kampanye. Pengertian kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan 
Peserta Pemilu atau pihaklain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk 
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ataucitra 
diri Peserta Pemilu.  
Menurut Antar Venus arti kampanye adalah upaya yang ditujukan 
untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan 
bermasyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.49 Pada pemilihan 
umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai 
dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.  
Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk 
memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai 
dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.50 
Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya  
persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin 
pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka berseia bergabung dan 
mendukungnya. 
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Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian 
tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek 
tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan 
pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa 
definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling popular dan 
dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye 
merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu 
sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan 
dengan regulasiyang telah disepakati bersama. Yang nantinya akan dijelaskan 
pada bagian selanjutnya.51 
Mencermati definisi-definisi kampanye yang diungkapkan di atas, 
maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung empat hal yakni: 
a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptkan efek atau dampak 
tertentu, 
b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,  
c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan  
d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.  
Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku 
yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara 
menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan 
mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin  
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pemerintahan. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan 
mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan 
perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan 
pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, 
kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, 
pembelokan pencapaian. 
2. Jenis-Jenis Kampanye 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 
tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur 
semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:  
a. Debat publik/debat terbuka antar calon  
b. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan  
c. Pemasangan alat peraga di tempat umum  
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum  
e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik  
f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi  
g. Pertemuan Terbatas  
h. Rapat umum  
i. Tatap muka dan dialog  
Nimmo juga menyebutkan jenis-jenis kampanye menurut beberapa 
sumber, yaitu: 
a. Product Oriented Campaigns. Kampanye yang berorientasi pada produk, 




peluncuran produk baru.Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan 
kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang 
diperkenalkan ke publiknya.  
b. Candidate Oriented Campaigns. Kampanye ini berorientasi pada kandidat, 
umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: 
Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik. 
c. Ideologically or cause oriented campaigns. Jenis kampanye ini 
berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 
berdimensi sosial atau Social Change Campaigns yakni kampanye yang 
ditujukan utk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap 
dan perilaku publik yang terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga 
Berencana dan Donor Darah.  
d. Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campaign). 
Kampanye negatif menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta 
yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Kampanye hitam (black 
campaign) Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara 
menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan. 
D. Tinjauan Umum tentang Kepala Desa 
1. Pengertian Kepala Desa 
Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang 




tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat 
diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut 
atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya 
dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas 
penyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanakan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.52 
Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan 
Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu 
kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menyebutkan bahwa tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan 
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pengertian 
kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan 
pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan 
dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa 
menjadi pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan 
masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa 
sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah. 
 
 
                                                 




2. Netralitas ASN dalam Pemilu  
Netralitas dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak 
terlibat yang ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye di 
ajang pemilu baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Netralitas pada 
hakekatnya merupakan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dengan 
demikian netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil 
dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.53 Netralitas 
merupakan kondisi terlepasnya birokrasi spoil system yang berarti birokrasi 
bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang 
dibutuhkan.54 
Thoha menyebutkan bahwa netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap 
pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap ringan, Pegawai Negeri 
Sipil seyogianya tidak memihak atau sengaja dibuat memihak kepada salah 
satu kekuatan politik atau partai politik. Apabila Pegawai Negeri Sipil netral 
maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani dengan baik dengan kata 
lain tidak mengutamakan atau memihak pada salah salah satu kepentingan 
kelompok rakyat tertentu. Oleh sebab itu, dalam upaya menjaga netralitas 
Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin 
keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat 
memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang 
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dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau 
pengurus partai politik.55 
Netralitas ASN merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki ASN 
karena sifatnya Imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan 
jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang harusnya 
tidak dilakukan itulah yang disebut sebagai pelanggaran dalam konteks ini 
pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh ASN. 
Termasuk dalam hal ini kepala desa. Dalam pemilihan umum, kepala desa dan 
perangkat desa dapat dikenai sanksi pidanan bila terbukti melakukan 
pelanggaran dengan melakukan keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta 
program di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah 
keberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau calon kepala daerah yang 
terindikasi merugikan calon lain misalnya ikut serta dalam kegiatan 
kampanye. Demikian juga, calon kepala daerah yang melibatkan kepala desa 
dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidana sebagai calon kepala daerah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sanksi Hukum bagi Kepala Desa yang Melakukan Kecurangan Pemilu 
dalam Masa Kampanye pada Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw 
 
Pemilihan umum adalah sebuah cara untuk memilih wakil rakyat. Pada 
dasarnya pemilu sebagai perwujudan politik dalam mengimplementasi bentuk 
pemerintahan yang demokratis. Setiap individu pada setiap even pesta 
demokrasi mempunyai semangat sangat beragam sesuai perannya masing-
masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap individu 
memiliki kebebasan untuk ikut serta berpartisipasi dan memeriahkan pesta 
demokrasi baik dalam pemilu maupun pilkada. Adapun beberapa peran 
masyarakat dalam pemilu maupun pilkada, antara lain: 
1. Simpatisan yang mendukung dengan mengikuti setiap sosialisasi, 
kampanye dan memberikan hak pilihnya dengan datang di TPS dan 
memilih salah satu calon/paslon; 
2. Pendukung dan tim kampanye; 
3. Peserta pemilu/pilkada; 
4. Menggunakan hak politiknya dengan mencoblos surat suara di TPS; 
5. Pihak yang dibatasi hak politiknya dengan dilarang memberikan hak 
pilihnya yaitu TNI/POLRI.56  
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Pemilu sebagai sarana utama dalam demokrasi, dan sekaligus wujud 
dari kehendak rakyat, maka penyelenggaraan pemilu dengan fair merupakan 
aspek yang sangat penting. Apabila penyelenggaraan pemilu banyak ditemui 
dengan kecurangan, menjadikan tidak terwujudnya kehendak rakyat 
sesungguhnya. Pengurus parpol, calon/Paslon, tim kampanye, simpatisan 
dalam politik praktis merupakan pihak yang terlibat langsung dalam 
memenangkan parpol, calon, paslon sebagai peserta pemilu dan pilkada. 
Penyelenggaraan pemilu banyak ditemui dengan kecurangan-
kecurangan, menjadikan tidak terwujudnya kehendak rakyat sesungguhnya. 
Sehingga sasaran dan tujuan tidak langsung pemilu yaitu pembudayaan dan 
pelembagaan politik, termasuk di dalamnya demokrasi akan tidak tercapai.57 
Hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang saat ini 
terjadi di Indonesia. Pelaksanaan kampanye dalam pemilu sudah menjadi 
suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah tercantum di dalam Pasal 1 
ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau 
pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih 
dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. 
Dari berbagai peran komponen masyarakat dalam pemilu atau pilkada, 
terlihat ada beberapa kepala desa dan perangkat desa ikut serta dalam 
berpartisipasi   dalam   politik   praktis.   Sehingga,   muncul   pertanyaan   dan  
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perdebatan ditengah tengah masyarakat, Apakah kepala desa dan perangkat 
desa boleh ikut dalam politik praktis? Pada peneligian ini, peneliti akan 
mengkaji larangan bagi kepala desa dalam kampanye dan sanksi hukumnya.  
Larangan dan sanksi bagi kepala desa dalam politik praktis dan 
kampanye diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala desa 
adalah penyelenggara pemerintahan desa. dengan dibantu perangkat desa. 
memiliki kedudukan sebagai perpanjangan tangan negara di lingkungan 
masyarakat desa untuk menjadi pemimpin dan menyelenggarakan 
pelayanan ke masyarakat desa. 
Kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral, mempunyai 
kedudukan penting sebagai pelayan publik dan pemimpin masyarakat 
desa, sehingga dituntut tidak terlibat kegiatan politik praktis dan 
kampanye. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa bahwa Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam 
politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota 
partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses 





Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 
masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan; 
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
 
Jika ditemukan Kepala Desa yang melanggar dengan bukti 
pelanggaran yang kuat, maka jajaran Bawaslu tidak segan-segan 
melakukan penindakan pelanggaran. Adapun sanksi terhadap Kepala Desa 
yang melanggar larangan dalam politik praktis dan kampanye diatur dalam 
Pasal 30 yang berbuyi: 
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau 
teguran tertulis.  
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian  
 
Penindakan pelanggaran terhadap kegiatan politik praktis kepala 




atas pelanggaran, bukan di tangan Bawaslu tetapi pada instansi lain yang 
berwenang berupa sanksi administratif sesuai Undang-Undang Desa. 
Kepala Desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi 
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal 
sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
Pada Pasal 70 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “Dalam kampanye, pasangan 
calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan 
perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”. 
Kemudian dalam Pasal 71 ayat (1), disebutkan bahwa “Pejabat 
negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, 
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon.” Kemudian untuk sanksi dalam undang-undang ini 





Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa 
atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling 
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 
 
Pasal 189: 
Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja 
melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik 
daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau 
sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat 
Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 
atau paling banyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 
 
Atas kecenderungan Kepala Desa terlibat dalam kegiatan politik 
praktis, diharapkan agar kepala desa menghindari membuat keputusan 
maupun tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta 
pemilihan. Sehingga bisa lebih fokus menyelenggarakan pemerintah desa 
dan pelayanan masyarakat desa sesuai amanat Undang-Undang Desa. 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
Pasal 280 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu, yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan 
kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa. Pada Pasal 280 
ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 
dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. 
Pasal 282 juga menyebutkan bahwa “Pejabat negara, pejabat 




membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”. 
Dalam pemilihan umum atau pilkada, kepala desa dapat dikenai sanksi 
pidanan bila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan 
keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di desa dan juga 
melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada 
salah satu pasangan calon atau calon kepala daerah yang terindikasi 
merugikan calon lain, misalnya ikut serta dalam kegiatan kampanye.  
Sanksi pidana bagi kepala desa dalam politik praktis dan kampanye 
dalam undang-undang ini disebutkan pada Pasal 490 dan Pasal 494, 
sebagai berikut: 
Pasal 490: 
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
Pasal 494: 
Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ 
atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
Selain berdimensi pelanggaran hukum lainnya, kegiatan politik praktis 
atau pelanggaran Kepala Desa dalam Pemilihan Umum atau Pilkada, juga 
dapat berkonsekuensi pelanggaran pidana pemilihan. Pidana pemilihan, 




Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan 
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jadi pada dasarnya Kepala Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa tidak boleh ikut serta dan/atau terlibat 
dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, juga kepala desa tidak boleh 
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 
pihak lain, dan/atau golongan tertentu. 
Sebelum mengkaji sanksi hukum bagi kepala desa yang melakukan 
kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan No. 3/Pid.Sus/ 
2019/PN Slw, penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan kasus posisi pada 
kasus tersebut bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2018 telah 
mengadakan kegiatan sosialisasi/pengenalan Calon Anggota Legislatif (Caleg) 
sekaligus kegiatan Kampanye dari para Calon anggota Legislatif tersebut. 
Acara/kegiatan tersebut berlangsung di rumah saksi Kurnedi Bin Karga di 
Desa Harjosari Kidul RT 021 RW 05 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 
dan mengambil tema “Bergerak bersama rakyat dan kami siap untuk 
membawakan aspirasi rakyat Kabupaten Tegal. Wonge Dewek”.  
Sesaat setelah terdakwa datang ke lokasi acara sosialisasi tersebut, 
terdakwa mendekati saksi Roidin Bin Wargimin selaku pembawa acara dan 
mengatakan langsung kepada saksi Roidin bahwa terdakwa nanti mohon 
diberi kesempatan untuk memberikan sambutan sebentar saja. Oleh saksi 
Roidin, permintaan terdakwa tersebut dipenuhi, dan akan diberikan waktu 




menyampaikan pidatonya yang berdurasi kurang lebih 5 (lima) menit 20 (dua 
puluh) detik. Adapun sambutan/pidato lengkap dari terdakwa adalah: 
Yang terhormat calon DPRD, beliau yang terhormat bapak Manten Kurnedi,  
Yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin dan hadirat tamu undangan 
yang tidak bisa kami sebut satu persatu.  
Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada 
panjenengan semua. Puji syukur alhamdulilah kepada Allah SWT atas izin 
dan ridoNya. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang cukup bahagia, 
yang tadi sore dikira mau hujan ternyata ini muncul bulan. Mudah-mudahan 
ini akan menerangi hati panjenengan semua yang hadir disini. Yang kedua, 
sholawat berserta Salam, mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada baginda 
Nabi Agung Nabi Muhammad Rosulilah SAW. Hadirin yang saya hormati, 
saya tidak panjang kalam,  
Yang pertama, saya sampaikan kepada panjenengan, pertama ya pak, 
mudahan-mudahan silaturakhime mriki pak, saged berkesinambungan dengan 
baik, berkelanjutan dengan baik. Nomor kalihe, tadi pak manten, pak manten, 
mengko nyong ngomonge primen? ngomonge “pilih wonge dewek” kaya 
kuwe pak, nggih. Ya bener adanya. Akan lebih baik manakala didesanya ada 
DPRD yang orangnya sendiri Nggih, berarti engko njenengan bisa “nuwun 
sewu” ada keluh kesah apa, ada bantuan apa, angger wonge dewek kan 
gampang kan pak, nggih? ora usah pekewuh-pekewuhan, nggal dina ketemu 
ka ngoten, nggih. Mudah-mudahan hajate pak manten diridoi oleh Allah SWT, 
bersama dengan beliau ibu NUR KHASANAH.  
Yang selanjutnya bapak ibu, terkait dengan pencalonan ini, perlu 
disadari juga, calon ya akeh, ya pak, dan alhamdulilah untuk DPT Harjosari 
kidul, itu kurang lebih ada 6000. Andaikan, tadi kan pak manten sudah 
ngedika piyambak, nyong 3000 suara bae. Berarti kan ada sisa suara 3000, ya 
pak. Yang 3000 itu, nanti panjengan bisa dibagi dengan DPRD yang lain, 
yang panjenengan berkenan. Sing wis njagokna lah. Saya juga tahu 
panjenengan semua. nanti bagaimana-bagiamana trike, yang penting 
sukseksan orang kita dulu. Yang 3000 nanti, silahkan dibagi dengan anggota 
DPR yang lain, yang alhamdulilah sudah bersilaturahim ke sini, yang 3000 
buat pak manten. Tapi Dengan catatan ini kerja ekstra bagi penyelenggara atau 
panitia yang ada di Harjosari kidul, gimana pak, harus aktif, biar apa, biar 
warganya jangan dikatakan tadi oleh pak Manten, jangan sampai ada Golput. 
Hadir di TPS waktu yang ditentukan. Aja muni ngonong: la nyungkani temen, 
ngesel-ngeseli. Ini menentukan masa depan kita juga. 
Begitu juga beliau ibu nur hasanah. Ini juga sudah keroyo-royo, sudah 
dua kali datang ke Harjosari kidul. Berarti kan saking cintanya, saking 
senenge maring wong Harjosari kidul. Maka dari itu hargai kehadirannya. 
Terus yang kebetulan pak, untuk dewan propinsi, baru satu-satunya yang 




mengawali. Yang lain belum hadir, bu nur hasanah sudah hadir. Sehingga 
saking cinta dan saking panjenengan juga mencintai bu nur hasanah sehingga, 
nanti pada waktu dan hari yang yang sudah ditentukan, pilihlah untuk dewan 
propinsi pilihlah bu Nur Hasanan nomere JITU. Tadi pak Mahfud sudah 
mendapatkan istilah “kayong luar biasa” berarti wis dipikir nemen-nemen, ya. 
Itulah siji karo pitu. Itu saja, ya. Yang penting menjaga tetap Harjosari kidul 
kondusif, apapun bentuke tetap kondisf, jangan termakan isu yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan. Durung tentu bener wis rebut, nggih, jangan diulangi 
lagi. Biar saya saja yang mengalami. Ngoten saja yang dapat saya sampaikan, 
mudah-mudahan berkenan.  
 
Mencermati pitado dari terdakwa, ucapan kalimat terdakwa 
sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa kalimat yang bernada ajakan/ 
himbauan kepada warga masyarakat Desa Harjosari Kidul untuk memilih sdr. 
Kurnedi dan/atau Hj. Nur Hasanah antara lain sebagai berikut: 
1. Tadi pak manten, pak manten mengko nyong ngomonge primen? 
ngomonge pilih wonge dewek kaya kuwe pak nggih. Ya bener adanya. 
Akan lebih baik manakala didesanya ada DPRD yang orangnya sendiri 
Nggih, berarti engko njenengan bisa nuwun sewu ada keluh kesah apa, ada 
bantuan apa? Angger wonge dewek kan gampang kan pak nggih? Ora 
usah pekewuh-pekewuhan, nggal dina ketemu ka ngoten nggih. 
2. Alhamdulilah untuk DPT Harjosari kidul, itu kurang lebih ada 6000. 
Andaikan, tadi kan pak manten sudah ngedika piyambak, nyong 3000 
suara bae. nanti bagaimana-bagiamana trike, yang penting sukseksan 
orang kita dulu. 
3. Begitu juga beliau ibu nur hasanah. Ini juga sudah keroyo-royo, sudah dua 
kali datang ke Harjosari kidul. Berarti kan saking cintanya, saking senenge 
maring wong Harjosari kidul. Maka dari itu hargai kehadirannya. Terus 




silaturakhim. Sehingga mau…Tepuk tangan buat bu Nur hasanah. Jadi 
sudah mengawali yang lain belum hadir, bu nur hasanan sudah hadir. 
Sehingga saking cinta dan saking panjenengan juga mencintai bu nur 
hasanah sehingga nanti pada waktu dan hari yang yang sudah ditentukan 
pilihlah untuk dewan propinsi pilihlah bu Nur Hasanah nomre JITU 
Bahwa secara bahasa, perkataan Terdakwa tersebut pada prinsipnya 
mengajak dan mengarahkan khalayak yang hadir (warga Desa Harjosari 
kidul) untuk memilih atau mencoblos sdr. Kurnedi dan Nur Khasanah 
pada Pemilu tanggal 17 April 2019.  
Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan sambutan/pidato dalam 
kegiatan sosialisasi caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, 
sengaja dilakukannya untuk memberikan dukungan kepada Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan para Caleg dari partai PPP tersebut agar masyarakat 
Desa Harjasari Kidul pada khususnya, bertambah kepercayaannya untuk 
memilih Caleg DPRD Kabupaten Tegal dari PPP nomor urut 7 (saksi 
KURNEDI) dan caleg DPRD Propinsi nomor urut 1 (NUR KHASANAH). 
Sehingga dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan 
sengaja sebagai maksud/tujuan untuk mengutungkan salah satu partai peserta 
pemilu (yaitu Partai Persatuan Pembangunan) dan para Caleg dari Partai PPP 
tersebut, padahal terdakwa mengetahui ada larangan dalam undang-undang 
bahwa pada dasarnya kepala desa dilarang membuat keputusan yang 
menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan 




umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Perbuatan terdakwa Sunitah Binti 
RAHMAT tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
Menurut Bowo Hermaji, salah satu saksi ahli dalam perkara, dimana 
ahli sejak tahun 1991 menjadi Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Pancasakti Tegal sampai sekarang, mengampu beberapa mata 
kuliah bidang Linguistik. Setelah ahli melihat translate atau video yang 
diputar di persidangan, Menurut ahli, di dalam video tersebut ini jelas ada 
ajakan, karena kalau ajakan itu berarti ada yang mengajak dan ada yang 
diajak. Itu dilihat dari pristiwa komunikasinya harus ada yang mengajak dan 
yang diajak. Mengajak kepada siapa berarti di situ harus ada hadir seseorang 
calon tertentu, itu berarti mengajak tetapi pada orang tertentu. Kemudian 
dilihat dari strukturnya, kalimat: “pilih wonge dewek”, jelas itu merupakan 
ajakan. Karena dalam struktur bahasa Indonesia, kalmat yang diawali dengan 
kata kerja dasar itu pasti ajakan. Pilih, makan, minum dan sebagainya itu 
kalimat perintah tapi berarati ajakan. Ini jelas mengajak. 
Mencermati intonasi yang diucapkan terdakwa, kalau ajakan itu 
sebenarnya secara tersurat (ajakan secara langsung) jelas intonasinya lebih 
keras. Tetapi kalau ajakan itu secara tersirat (tersembunyi atau secara tidak 
langsung) mungkin dengan mengemukakan kebaikan seseorang atau yang 
lainnya, itu bisa saja dengan intonasi yang datar. Karena ajakan itu bisa secara 
langsung atau bisa tidak langsung misalnya menceritakan kebaikannya orang 




memilih yang bersangkutan. Kalau ajakan itu bisa kadang diucapkan dengan 
nada yang tinggi. Tapi biasanya berkaitan dengan budaya masyarakat. Jadi 
kalau masyarakat jawa terutama yang dari daerah Solo, Keraton, itu kadang 
dalam berkomunikasi masih tetap menjaga hubungan silaturakhim. Itu untuk 
menjaga keharmonisan, itu kadang mengajak tapi dengan bahasa yang halus. 
Tapi kalau yang pertama disini, kata pertama di sini menggunakan kata 
“pilih”, berarti secara langsung. Dalam ilmu bahasa, kalimat ajakan atau 
dengan perintah yang lebih pendek, berarti tidak santun. Kalau yang panjang 
itu santun. Misalnya kata: “Pilihlah, mari kita memilih”. Itu lebih santun.  
Dari video tersebut, kemungkinan disini berkaitan dengan budaya 
Tegal yang suka terus terang dan suka blak-blakan. Maka ia (terdakwa) 
menggunakan kalimat yang secara langsung. Orang secara langsungpun bias 
memahami bahwa itu perintah “mengajak” tidak usah ditafirkan atau dilihat 
konteksnya kia sudah tahu bahwa maknanya “mengajak”. Kalimat: ”… pak 
manten, mengko nyong ngomonge primen? ngomonge “pilih wonge 
dewek” . Kalau melihat dari video dan translate ini, jelas sebelumnya telah 
terjadi percakapan diantara terdakwa dengan pak manten. Terdakwa 
menanyakan kepada pak manten: pak manten, mengko nyong ngomonge 
primen?, dan pak Manten menjawab: “Pilih wonge dewek”. 
Pada umumnya kalau orang mencalonkan diri otomatis dia ingin 
dipilih. Punya ambisi untuk jadi. Makanya kalau ada ucapan misalnya yang ini 
adalah pesanan atau dari caleg kepada terdakwa, ini adalah titipan untuk 




manten sudah ngedika piyambak, nyong 3000 suara bae. Berarti kan ada sisa 
suara 3000, ya pak. Yang 3000 itu, nanti panjengan bisa dibagi dengan 
DPRD yang lain…”. Itu berarti bahwa meskipun yang hadir tidak samapai 
3000 orang, tetapi kalimat itu bisa juga diartikan mengharapkan kepada orang 
yang hadir itu untuk menyampaikan kepada anggota keluarganya atau kepada 
orang lain, supaya memilih calon tertentu itu. 
Pada video itu, ada 2 (dua) kalimat ajakan yang tersurat, yaitu kata : 
“Pilih” dan “pilih caleg Bu Nur Hasanah”, serta terdapat pula kata ajakan yang 
tersirat. Bahwa dalam hal seseorang mengucapkan kalimat, maka pilihan kata 
atau diksi yang diucapkannya bisa menunjukan suasana hatinya. Apabila 
orang tersebut pura-pura mendengarkan ataupun tidak mendengarkan atau 
bahkan pergi dri tempat itu, maka itu menunjukan bahwa dia sesungguhnya 
tidak suka. Dalam ilmu bahasa, ucapan bisa lakukan dengan para frase, 
misalnya: kalau ruangan ini kotor, maka kalimat ajakan untuk memebersihkan 
ruangan ini bias dilakukan dengan mengucapkan kebalikannya : “Ruangan ini 
sangat bersih, ya..” 
Secara keseluruhan, pidato yang diucapkan terdakwa tersebut, jelas 
menguntungkan caleg tertentu saja, khususnya caleg yang disebut dalam 
pidatonya yaitu pak Manten dan bu Nur Hasanah. Ucapan tersebut jelas bukan 
ditujukan kepada orang lain, karena dilihat dari konteksnya, ucapan tersebut 
diucapkan untuk mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih caleg 
tertentu saja. Saksi tidak mengerti tentang arti kampanye menurut undang-




mengajak khalayak yang hadir untuk memilih calon tertentu. Apabila ahli 
tidak melihat siapa yang berbicara/berpidato dalam acara tersebut, bisa saja 
ahli salah persepsi. Bisa saja ahli menduga yang berbicara itu adalah si Caleg. 
Tapi kalau ahli membaca transkrip ucapan terdakwa ini, maka meskipun ahli 
tidak melihat siapa yang berbicara, ahli bisa memastikan bahwa yang 
berbicara bukan si caleg. Hal tersebut karena ahli melihat konteks kalimat dan 
konten dari pidato yang diucapkannya.  
Seorang kepala desa tidak diperbolehkan hadir dan memberikan 
sambutan dalam kegiatan kampanye pemilu, karena berdasarkan Pasal 280 
ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Kepala 
Desa adalah termasuk pihak yang dilarang untuk diikutsertakan/dilibatkan 
dalam pelaksanaan kampanye oleh Pelaksana Kampanye dan atau Tim 
Kampanye. Seorang Kepala Desa menurut peraturan yang berlaku harus 
berlaku netral, sehingga tidak boleh diikutsertakan/dilibatkan atau melibatkan 
diri (melakukan tindakan) berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. Secara 
yuridis kepala desa yang tidak berlaku netral bisa dikenakan sanksi 
administrasi bahkan sanksi pidana.  
Kegiatan (“dengan judul”) sosialisasi yang dilakukan atau 
diselenggarakan oleh calon anggota legislatif (menurut undang-undang/Pasal 
270 calon anggota legislatif exofficio adalah pelaksana kampanye) jika dalam 
kegiatan sosialisasi tersebut ada tindakan penyampaian visi, misi, program 
atau citra diri (logo partai dan nomor urut peserta pemilu) dengan tujuan untuk 




dikategorikan kegiatan kampanye. Seorang kepala desa tidak diperbolehkan 
melakukan tindakan yang berkaitan langsung dalam kegiatan pemilu selama 
masa kampanye, berdasarkan peraturan yang ada Kepala Desa harus berlaku 
netral tidak diikutsertakan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan kampanye. 
Seorang kepala desa tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan 
baik langsung atau tidak langsung kepada calon legislative dalam kegiatan 
kampanye. Perbuatan demikian merupakan perbuatan melawan hukum 
sebagai tindakan yang melanggar netralitas (bahkan dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana) dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa. Tindakan 
seorang kepala desa yang memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi 
dalam ranka kampanye pemilu 2019 dengan memberikan dukungan terhadap 
calon anggota legislatif tidak dapat dibenarkan, berdasar ketentuan Pasal 490 
perbuatan Kepala Desa tersebut merupakan tindak pidana, karena telah 
melakukan tindakan (berupa dukungan) dengan kategori sebagai melakukan 
tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, yang otomatis juga 
merugikan perseta pemilu lainnya. 
Bentuk dukungan yang diberikan oleh seorang kepala desa dalam 
kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif dari partai 
politik tertentu selaku peserta pemilu, tindakan tersebut dapat dikatakan 
menguntungkan atau merugikan bagi peserta pemilu tersebut karena Kepala 
Desa adalah seorang “pejabat” tingkat desa, yang memiliki pengaruh, 
kekuasaan dan kewenangan besar dalam masyarakat. Maka pandangan pada 




(mendorong/mempengaruhi) masyarakat untuk (dalam hal ini mendukung) 
calon (peserta pemilu) atau akan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan 
kampanye, dimana calon/peserta yang didukung akan mendapat keuntungan 
dukungan dalam penylenggaraan kampanye tersebut. 
Terkait dengan tindakan seorang Kepala desa setelah menerima surat 
pemberitahuan perihal adanya kegiatan sosialisasi ”dalam rangka kampanye 
pemilu 2019” yang dilakukan/diselenggarakan oleh seorang calon anggota 
legislatif yang diusung partai politik tertentu, untuk kemudian datang 
menghadiri kegiatan tersebut dan memberikan sambutan serta menyampaikan 
bentuk dukungan kepada calon anggota legislatif tersebut yang disampaikan 
dihadapan tamu undangan yang hadir. Perbuatan tersebut merupakan tindakan 
melawan hukum terutama melanggar ketentuan Pasal 490 Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal tersebut terjadi karena Kepala Desa 
telah melakukan tindakan (berupa memberikan dukungan) kepada salah satu 
peserta pemilu. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Kepala 
Desa adalah seorang “pejabat” tingkat desa, yang memiliki pengaruh, 
kekuasaan dan kewenangan besar dalam masyarakat, maka dari sudut 
pandangan padaumumnya (common sense) perbuatan /tindakan kepala desa 
akan berpengaruh (mendorong /mempengaruhi) masyarakat untuk (dalam hal 
ini mendukung) calon (peserta pemilu) atau akan sangat mempengaruhi dalam 
pelaksanaan kampanye, dimana calon/peserta yang didukung akan mendapat 
keuntungan dukungan dalam penylenggaraan kampanye tersebut. Perlu dicatat 




kampanye, tidak (tidak perlu) pembuktian adanya korelasi antara dukungan 
dengan dengan pemungutan suara, karena secara tegas dalam Pasal 490 adalah 
memberi keuntungan dalam masa kampanye (penyelenggaraan kampanye). 
Terhadap kepala desa yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut 
telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 
bahwa sanksi pidana bagi seorang Kepala Desa yang berlaku tindak netral 
dengan melakukan perbuatan berupa dengan sengaja membuat keputusan 
dan/atau melaksanakan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah 
satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah). Sanksi pidana yang di 
Sanksi hukum bagi kepala desa yang melakukan kecurangan pemilu 
dalam masa kampanye pada putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw yaitu 
Terdakwa Sunitah Binti Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa Yang Dengan Sengaja 
Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salahsatu Peserta Pemilu Dalam 
Masa Kampanye”. Adapun sanksi hukumnya adalah pidana penjara terhadap 
Terdakwa Sunitah Binti Rahmat selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan bahwa 
pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada 
perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan 
Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 
selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 




diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan di atas, menurut penulis penjatuhan sanksi 
pidana tersebut sudah benar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 30 
ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa 
teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa 
dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. Dengan demikian sanksi pidana penjara 
terhadap Terdakwa Sunitah Binti Rahmat selama 3 (tiga) bulan dianggap 
sebagai sanksi administratif berupa teguran tertulis sehingga menetapkan 
bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari 
ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan 
putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa 
percobaan selama 6 (enam) bulan.  
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana bagi Kepala 
Desa yang Melakukan Kecurangan Pemilu dalam Masa Kampanye pada 
Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw 
 
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam 
mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta 
alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab 
itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di 




mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan 
tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu 
berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. 
Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam 
Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas 
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. 
Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hokum dari putusan, disertai keadaan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa”. 
Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh 
hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus 
perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan 
yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah 
pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang 
harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal 
dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang 
didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, 




limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, 
dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan 
misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan 
menggunakan bendera kebangsaan.58 
Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, 
kondisi terdakwa dan agama terdakwa.59 Undang-undang No.48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib 
menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan 
hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana bagi Kepala 
Desa yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada 
Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw, antara lain: 
1. Pertimbangan atas dakwaan jaksa penuntut umum,  
Dawaan penuntut umum pada perkara tersebut pada intinya yaitu 
bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan sambutan/pidato dalam 
kegiatan sosialisasi caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, 
sengaja dilakukannya untuk memberikan dukungan kepada Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dan para Caleg dari partai PPP tersebut 
agar masyarakat Desa Harjasari Kidul pada khususnya, bertambah 
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kepercayaannya untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten Tegal dari PPP 
nomor urut 7 (saksi Kurnedi) dan caleg DPRD Propinsi nomor urut 1 (Nur 
Khasanah).  
Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya 
dengan sengaja sebagai maksud/tujuan untuk mengutungkan salah satu 
partai peserta pemilu (yaitu Partai Persatuan Pembangunan) dan para 
Caleg dari Partai PPP tersebut. Padahal terdakwa mengetahui ada larangan 
dalam undang-undang bahwa pada dasarnya kepala desa dilarang 
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 
pihak lain, dan/atau golongan tertentu serta dilarang ikut serta dan/atau 
terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala 
daerah. Perbuatan terdakwa Sunitah Binti Rahmat tersebut di atas, 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
2. Pertimbangan atas keberatan terdakwa (eksepsi) 
Pada perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa 
menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut 
Umum dan untuk itu Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak 
menggunakan haknya secara hukum untuk mengajukan keberatan 
(eksepsi). Terdakwa hanya mengajukan permohonan Terdakwa sendiri 
yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan Terdakwa 
sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah merasakan akibat yang 




masyarakat akibat perbuatan yang telah dilakukannya, yang untuk 
selengkapnya baik pembelaan (Pledooi) oleh Penasehat Hukum Terdakwa 
yang dajukan secara tertulis serta permohonan dari Terdakwa yang 
diajukan secara lisan tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara 
Sidang (BAS). 
Atas permohonan terdakwa, kemudian Penuntut umum 
memberikan tanggapan, tanggapan (replik) dari Penuntut Umum atas 
pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan 
juga permohonan dari Terdakwa sendiri di persidangan yang pada 
pokoknya yaitu dari seluruh yang telah dipaparkan dan dihubungkan 
dengan uraian sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Penuntut 
Umum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara a quo, dapat menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa 
kampanye” sebagaimana tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum sehingga 
untuk itu Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana tuntutan 
Penuntut Umum.  
Selanjutnya tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa 
terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum tersebut, yang dalam perkara 




secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan 
(pledooi) nya dan Terdakwa tetap pada permohonannya. 
3. Pertimbangan bukti dari Penuntut Umum  
Untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum 
mengajukan barang bukti yang berupa: 
a. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi dari Tim 
Pemenangan Caleg Propinsi dan Caleg Kabupaten Partai Persatuan 
Pembangunan Ibu. Hj. Nur Khasanah dan Kurnedi kepada Panwaslu 
Kecamatan Adiwerna Nomor: 04/TP/PPP/Djitu/XII/08, tanggal 10 
Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kurnedi. 
b. 1 (satu) buah keeping CD yang berisi video rekaman kegiatan 
sosialisasi caleg di rumah Sdr. Kurnedi alamat Ds. Harjosari Kidul, Rt. 
021/005, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal pada hari Kamis tanggal 13 
Desember 2018; 
c. 5 (lima) lembar photo kegiatan sosialisasi caleg di rumah Sdr. 
KURNEDI alamat Ds. Harjosari Kidul, Rt.021/005, Kec. Adiwerna, 
Kab. Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018;  
d. 1 (satu) lembar Banner berukuran 1m X 3m terdapat photo Kurnedi, 
gambar lambing Partai Persatuan Pembangunan nomor 10, gambar 
kertas suara pemilihan umum DPRD Kab. Tegal Partai Persatuan 
Pembangunan nomor 7 Kurnedi dicoblos dengan paku, tulisan calon 
anggota DPRD Kab. Tegal Th 2019 daerah pilihan 2: Kec. Adiwerna, 




Nomor urut 7, coblos nomor 7, bergerak bersama rakyat kami siap 
untuk membawakan aspirasi rakyat Kab. Tegal, tulisan nomor 7 
Kurnedi, wonge dewek, ingat 17 April 2019; 
e. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tegal nomor: 711 Tahun 2017 
tentang pemberhentian Sdr. Sunitah sebagai Kepala Desa Harjosari 
Kidul dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa harjosari 
Kidul Sdr. Sunitah sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul Kec. 
Adiwerna, Kab. Tegal tanggal 27 Nopember 2017 yang ditandatangani 
oleh Enthus Susmono selaku Bupati Tegal; 
f. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony type Xperia dengan 
nomor IMEI: 355709061848328 tanpa sim Card. 
Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah 
menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Penetapan 
Nomor: 5/Pen.Pid/2019/PN Slw. tanggal 15 Januari 2019 dan telah pula 
diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan 
dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud 
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo. 
4. Pertimbangan saksi-saksi 
Selain mengajukan barang bukti, dalam perkara ini Penuntut 
Umum juga menghadirkan saksi-saksi untuk membuktkan dalil-dalil 




a. Ropi’i Bin Suralim, Ketua Panwaslu Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
Tegal, sejak tanggal 14 Oktober 2017 berdasarkan SK Panwaslu Kab. 
Tegal Nomor: 02-KEP.K TAHUN 2017 Tanggal 14 Oktober 2017. 
b. Saiful Hajar Bin Cipto, anggota Panitia pengawas pemilu 
Kecamatan (Panwascam) Adiwerna Kab. Tegal terhitung sejak tanggal 
14 Oktober 2017. 
c. Muhamad Rosikhin Bin Tara, Pengawas Pemilu Desa Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal.  
d. Kurnedi Bin H. Karga, calon legislatif DPRD Kab. Tegal Dapil 2 
meliputi wilayah Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi dan Kec. Talang 
dengan partai pengusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor 
urut 7 (tujuh) dan telah terdata di Daftar Calon Tetap kantor KPU Kab. 
Tegal serta Surat rekomendasi dari DPC PPP. 
e. Akhmad Ali Sukron Bin Akhmad Samsudin. 
f. Mohamad Syamsul Arifin Bin M. Asyikin. 
Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak 
keberatan. 
5. Pertimbangan saksi ahli 
Saksi-saksi ahli yang dihadirkan di persidangan untuk 
membuktkan dalil-dalil dakwaannya, antara lain: 
a. Drs. Bowo Hermaji, M.Pd., Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu 




b. Sukartono Bin Wastar, Ketua pada Komisi Pemilihan Umum) 
Kabupaten Tegal tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. 
c. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UNDIP. 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. 
6. Pertimbangan saksi-saksi dari terdakwa 
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang 
meringankan (a de Charge) dalam perkara a quo. Majelis Hakim telah 
menjelaskan hak-hak dari Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dan 
Penasihat Hukumnya mengajukan saksi Ro’idin Bin Wargimin. Atas 
keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu. 
7. Pertimbangan atas keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa pada intinya mengakui kesalahannya, 
Terdakwa tidak ingat kalau perbuatan yang telah dilakuka tersebut salah 
dan baru ingat bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk hadir dalam 
kegiatan Kampanye. Hal pertama yang selalu Terdakwa ingat adalah, 
Terdakwa ingin menyambung silaturahmi dengan saksi Kurnedi dan 
keluarganya bahkan pendukungnya karena Terdakwa dan saksi Kurnedi 
pernah sama-sama menjadi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa 
yang lalu. Pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut 
salah dan akhirnya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal. 
8. Pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap. 
Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan 




dipersidangan dalam perkara a quo dimaka diperoleh fakta-fakta hukum 
yang pada intinya bahwa atas sambutan Terdakwa tersebut, telah 
menguntungkan salah satu peserta pemilu yaitu saksi Kurnedi sebagai 
salahsatu caleg Dapil 2 Kabupaten Tegal dari Partai Persatuan 
Pembangunan dan Nur Khasanah Caleg Propinsi Jawa Tengah yaitu 
dengan mendukung salah satu caleg. Terdakwa datang atas kehendaknya 
sendiri karena merasa tidak enak apabila tidak hadir dalam kegiatan 
tersebut, karena saksi Kurnedi sebelum mencalonkan diri menjadi calon 
legislatif, saksi Kurnedi adalah rival/saingan Terdakwa saat pemilihan 
Kepala Desa Harjosari Kidul tahun 2017. 
9. Kesimpulan dari fakta-fakta terungkap 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian 
dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya. Untuk 
menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka 
perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang 
didakwakan kepadanya. Pada perkara ini terdakwa didakwa dengan bentuk 
tunggal yaitu Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum.: 
Perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana 
maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa 





10. Pertimbangan keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa 
a. Keadaan Yang Memberatkan : 
Terdakwa tidak bersikap netral karena dengan jabatan Terdakwa 
selaku seorang Kepala Desa Harjosari Kidul yang masih aktif 
seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat/ 
warganya. 
b. Keadaan Yang Meringankan : 
- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa Harjosari Kidul yang 
keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa 
Harjosari Kidul dalam pelaksanaan proses pembangunan dan 
Peningkatan Sumber Daya Manusia di desa Harjosari Kidul; 
- Terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana; 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
- Terdakwa mengakui terus terang atas kesalahan yang sudah 
diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 
- Terdakwa seorang ibu yang masih harus memberikan kasih sayang 
dan tanggung jawabnya dengan suami dan anaknya; 
11. Pertimbangan Non-Yuridis 
Atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Sunitah 
Binti Rahmat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana 
denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 




sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut 
Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena menurut 
Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi 
juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang 
yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa agar 
dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke 
depan, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi 
perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar 
akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan non yuridis 
lain yang Majelis Hakim berikan adalah mengenai tugas dan tanggung 
jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul yang 
keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Harjosari 
Kidul dan dikhawatirkan dengan ketidakhadiran Terdakwa sebagai kepala 
Desa akan menghambat pelayanan masyarakat desa Harjosari Kidul. 
Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan 
kepada Terdakwa akan dinyatakan dalam amar Putusan perkara ini;  
Menimbang, bahwa selain pidana pokok yaitu pidana penjara 
ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum ini juga mencantumkan pidana denda yang secara 
hokum merupakan efek tambahan agar pelaku tindak pidana tidak 
bertindak sekehendaknya demi kepentingan diri sendiri maupun orang 
perorangan/kelompok/golongan, terkait dengan pidana denda ini Majelis 




Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses 
penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 
rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus 
memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung 
oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada perkara ini, menurut 
penulis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana bagi kepala 
desa yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan 
No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut majelis hakin dalam 







A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sanksi hukum bagi kepala desa yang melakukan kecurangan pemilu dalam 
masa kampanye pada putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN Slw dengan 
menerapkan Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
Terdakwa Sunitah Binti Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa Yang Dengan Sengaja 
Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah satu Peserta Pemilu 
Dalam Masa Kampanye”. Adapun sanksi hukumnya adalah pidana penjara 
terhadap Terdakwa Sunitah Binti Rahmat selama 3 (tiga) bulan, dan 
menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila 
dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu 
tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 
sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan 
pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan kurungan.  
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana bagi kepala desa 
yang melakukan kecurangan pemilu dalam masa kampanye pada putusan 




undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut majelis hakin dalam 
memutuskan perkara melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non 
yuridis. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Bawaslu sebagai pengawas dalam pemilihan umum maupun pemilihan 
kepala daerah diharapkan lebih ketat dalam mengawasi dan lebih tegas 
memberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku kepada kepala 
desa atau calon legislatif yang memanfaatkan menggunakan pejabat 
pemerintah untuk meyakinkan masyarakat dalam pemilihan umum.  
2. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah 
seharusnya meningkatkan kinerjanya dengan mensosialisasikan aturan-
aturan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
agar pemilih berjalan dengan benar-benar jujur tanpa adanya praktik-
praktik kecurangan. 
3. Kepala daerah yang mendapatkan kewenangan dari Negara adalah 
aparatur negara dan penyelamat negara dan mendapatkan kewenangan 
untuk menjaga keberlangsungan dan kemakmuran masyarakatnya. Untuk 
itu diharapkan tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk 
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, dimana 
seharusnya kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya digunakan 
untuk kemakmuran rakyat. 
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